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ABSTRAK

EFEKTIVITAS PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH

Medya Febriandy
medyafebriandv@gmail.com

Program Pascasarjana
Universitas Terbuka

Penelitian ini berjudul “Efektivitas Penjatuhan Sanksi  Terhadap
Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bangka Tengah”. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis proses penjatuhan
sanksi terhadap pelanggaran disiplin, mencari faktor pendorong terjadinya
pelanggaran disiplin dan mengidentifikasi upaya yang dilakukan terhadap
penjatuhan sanksi terhadap kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil. Hasil
penelitian ditemukan bahwa proses penjatuhan sanksi administrasi disiplin
yang ditangani oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bangka Tengah
belum optimal dilaksanakan, faktor penyebabnya karena kurang tegasnya atasan
atau pejabat yang berwenang menghukum dan masih lemahnya motivasi pegawai
dalam bekerja serta belum memahami sepenuhnya peraturan perundang-
undangan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan
deskriptif. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik
pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang
dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Narasumber sebagai
Inforinan dalam penelitian ini antara lain adalah Sekretaris Daerah, Ketua DPRD
Kabupaten Bangka Tengah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
beserta staf.

Di dalam basil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Penjatuhan Sanksi
Terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bangka Tengah kurang optimal disebabkan belum sepenuhnya
mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010. Adapun faktor
penghambat pelaksanaan penjatuhan sanksi di Pemerintah Kabupaten Bangka
Tengah yaitu Disebabkan karena adanya pembiaran yang dilakukan oleh
atasan, Kurangnya kesadaran Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan
kewajibannya dan berkomitmen untuk tidak melakukan pelanggaran disiplin, dan
situasi politik, sering menjadi penghambat dalam penjatuhan sanksi di Kabupaten
Bangka Tengah

Kesimpulan penelitian ini membuktikan bahwa Pelaksanaan penjatuhan
sanksi di Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, harus sesuai dengan ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri
Sipil, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bangka Tengah periu
mengadakan sosialisasi terkait Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010
tentang disiplin PNS, Pemberian yang tegas kepada atasan ataupun pejabat yang
berwenang menghukum yang tidak memberikan sanksi kepada bawahannya yang
melakukan pelanggaran disiplin PNS, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor
53 Tahun 2010.

Kata Kunci : Efektivitas, Sanksi, Disiplin, Pegawai Negeri Sipil.
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ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF SANCTION TREATMENT
ON THE YIOLATION OF CIVIL SERVANT’S DISCIPLINE
IN THE GOVERNMENT OF CENTRAL BANGKA REGENCY

Medya Febriandy
medyafebriandy@gmail.com

Graduate Studies Program
Indonesia Open University

This study entitled "The Effectiveness of Sanction Treatment on The
Violation of Civil Servant’s Discipline in The Government of Central Bangka
Regency". The purpose of this study was to analyze the process of imposing
sanctions on disciplinary violations, looking for factors driving the occurrence of
disciplinary violations and identifying efforts made to impose sanctions on the
discipline of Civil Servants. The results of the study found that the process of
disciplinary administrative sanctions handled by the Regional Personnel Agency
of Central Bangka Regency had not been optimally implemented, due to lack of
assertiveness of superiors or authorized officials to punish and lack of motivation
of employees to work and did not fully understand legislation.

This study uses qualitative research methods with a descriptive approach.
Data sources are obtained from primary data and secondary data. The technique of
collecting data through interviews, observation and documentation carried out in
the Central Bangka Regency Government. The informants as informants in this
study included the Regional Secretary, Chair of the Central Bangka Regency
Regional People's Representative Assembly, Head of the Regional Work Unit and
staff.

The results of the study show that the effectiveness of imposing sanctions
on violations of civil servant discipline in the Central Bangka Regency
government is not optimal because it has not fully followed the provisions of
Government Regulation Number 53 of 2010. The inhibiting factors for imposing
sanctions in the Central Bangka Regency Government are caused by omission
carried out by superiors, lack of awareness of Civil Servants in carrying out their
obligations and being committed to not committing violations of discipline, and
political situations, often become obstacles in imposing sanctions in Central
Bangka Regency.

The conclusion of this study proves that the imposition of sanctions in the
Government of Central Bangka Regency, must be in accordance with the
provisions of Government Regulation Number 53 of 2010 concerning the
discipline of Civil Servants, Head of the Regional Personnel Agency of Central
Bangka Regency. The Government Regulation Number 53 of 2010 concerming
discipline of civil servants, strict granting to superiors or officials authorized to
punish those who do not give sanctions to subordinates who violate civil servant
discipline, in accordance with Government Regulation Number 53 of 2010.

Keywords : Effectiveness, Sanction, Discipline, Civil Servant.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian
A.l Gambaran Umum Kabupaten Bangka Tengah

Gambaran umum Kabupaten Bangka Tengah diuraikan ke dalam beberapa
sub topik, yaitu gambaran geografis, gambaran demografi, pemerintahan daerah,
visi dan misi Kabupaten Bangka Tengah tahun 20310-2015 dan gambaran wmnum
Kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah.
A.l.l. Gambaran Geografis

Kabupaten Bangka Tengah terletak antara 105° 75° BT - 106° 80’ BT dan
2°20° LS - 2° 80° LS, dengan lbukota Koba yang berjarak 58 km dari Ibukota
Previnsi Kepulauan Bangka Belitung Jarak yang relatif dekat dengan ibukota
nrovinsi Kota Pangkalpinang sangat menguntungkan secara geografis karena
dapat menjadi pemicu perkembangan ekonomi dan wilayah Kabupater Bangka
Tengah. Kabupaten Bangka Tengsh memiliki luas wilayah sebesar 2.126,76 km*
atau 212.676,3 ha dan terbagi menjadi 6 kecamatan.

Adapun batas wilayah Kabupaten Bangka Tengah dinyatakan sebagai
berikut: '

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Bangka.

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Karimata dan Selat Gaspar.

3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten
Bangka. |

4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bangka Selatan.
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Tabel 4.1
Jarak ibukota Kabupaten Bangka Tengah keTablelbukota
Kabupaten/Kota lain di Pulau Bangka, 2015

Kabupaten/Kota Ibukota
No Jarak
) Regency/City Capital Distance (km)
(1) (@ (3) (4)
1. Bangka Barat Muntck 196
2. Bangka Selatan Toboali 67
3. Kota Pangkalpinang Pangkalpinang 58
4. Bangka Sungailiat S0
Gambar 4.1
Peta Wilayah Kabupaten Bangka Tengah
M, Y

B R T ARG e Harapmten Bangkn Tragsh
P o e

Twar|iia NGINDA:

Sumber : Bappeda-SPM Kabupaten Bangka Tengah
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Jumlah penduduk selama lima tahun terakhir (Tahun 2011 sampai dengan

2015) di Kabupaten Bangka Tengah sebagai berikut :

Tabel 4,2

Jumlah Penduduk 6 Kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2011 - 2015

Luas Jumiah Penduduk
Kecamatan | Wilayah

(Km2) 2011 2012 2013 2014 2015

Koba 391,59 34.301 37.269 40.163 41.715 35.338
Pangkalanbaru | 108,27 37832 40.399 | 43.245 45.200 36.223
Sungaiselan 791,55 32.516 34.348 35.949 37.062 30.810
Simpangkatis 230,73 22,718 24489 | 26.113 26.929 23.303
Namang 203,95 15.389 16.525 17.271 17.586 14.624
Lubuk Besar 553,03 24.903 26.535 28.496 29.866 24.838
Jumlah 2.279,11 | 167.659 | 179.565 | 191.237 | 198.358 | 165.136

Sumber : Data SIAK DINDUKCAPIL Kab. Bangka Tengah Takun 2015

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk tahun 2015

mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 33.222 jiwa, hal ini

terjadi dikarenakan pada tahun 2015 telah dilakukannya validasi data atau

pembersihan data secara nasional oleh Direkiorat Jenderal Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Repbulik Indonesia, sehingga tidak

ada lagi data penduduk yang ganda (duplicated record).
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A.1.3 Pemerintahan Dacrah Kabupaten Kabupaten Bangka Tengah

Kabupaten Bangka Tengah merupakan salah satu wilayah otonomi yang
baru terbentuk paska Reformasi 1998. Pembentukan Kabupaten Bangka Tengah
terjadi setelah Kepulauan Bangka Belitung resmi menjadi provinsi tersendiri pada
tahun 2000 (hasil pemekaran dari Provinsi Sumatera Selatan). Kabupaten Bangka
Tengah dibentuk pada tanggal 25 Februari 2003 berdasarkan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan,
Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung
Timur di Provinsi Kepulavan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4268).

Wilayah Administratif pada awal pembentukan terdiri dari : 4 Kecamatan,
1 Kelurahan, 39 Desa dan 74 Dusun. Kemudian pada tahun 2006 chbentuk 2
kecamatan baru, 16 (enam belas) Desa dan 6 (enam) Kelurahan berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 32 Tahun 2006 Tentang
Pembentukan 16 (¢pam belas) Desa dan 6 (enam) Kelurahan di Xabupaten
Bangka Tengah -(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006
Nomor 26) sebagaimana diubah dengan Peraturan Dacrah Nomor 34 Tahun 2008
tenténg perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 32
Tahun 2006 tentang Pembentukan 16 (enam belas) Desa dan 6 (enam) Kelurahan
di Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah kabupaten Bangka Tengah
Tahun 2008 Nomor 92) sebagaimana diubah kembali dengn Peraturan Daerah

Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Nomor
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32 Tahun 2006 tentang Pcmbennm 16 (enam belas) Desa dan 6 (enam)
Kelurahan di Kabupaten Bangka Tengah.

Pemerintah Kabupaten Kabupaten Bangka Tengahmempunyai
kewenangan dalam penyelenggaraan desentralisasi sebagaimana dimaksud Pasal
14 ayat (1) dan (2) Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah untuk menyelenggarakan vrusan yang berskala kabupatén,
meliputi urusan wajib dan urusan lainnya yang bersifat pilihan. Urusan wajib
berdasarkan Undang-undangNomor 23 Tabun 20l4sebanyak 16 (enam belas)
urusan dan urusan piihan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan
potensi unggulan daerah yang bersangkutan.PemerintzhanKabupaten Kabupaten
Bangka Tengahdipimpin olek seorang Bupati dan dibantu oleh seorang Wakil
Bupati, yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat apar
terwujud masyarakat Kabupaten Kabupaten Bangka Tengah yang mandiri, unggul
dan religius. |

Daiam menjalankan pemerintahan, Kabupaten Bangka Tengah senantiasa
memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada sehingga laju pembangunan
senantiasa meningkat dan terarah set.iap.saat.. Untuk mendukung hal di atas
Pemerintah Kabupaten Kabupaten Bangka Tengah sangat memperhatikan
perangkat-perangkai | daerah yang inenjalankan roda pemerintahan dengan
melakukan penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan konsep otonomi

daerah dan semangat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
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Pemerintahan Daerah dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Adapun Struktur Organisasi
dan Tata Kerja Pemerintah ,
A.1.4 Visi dan Misi Kabupaten Kasbupaten Bangka Tengah Tahun 2011-2015
Visi dan Misi Kabupaten Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011- 2015
adalah sebagai berikut:
1) Visi |
Visi merupakan bagian dari suatu perencanaan pembangunan daerah dan
Visi menjadi landasan pacu sejumlah program kegiatan yang sengaja dirumuskan
sebagai implementasi dari misi. Oleh karena itulah visi dapat menjadi motivator
da:i akselerator kegiatan dan pada fase tertentu, yang seycgianya diharapkan dapat
mendorong partisipasi masyarakat untuk dapat berperan serta secara aktif Sebagai
acuan dalam proses pembangunan Xabupaten Kabupaten Bangka Tengah dalam 5
tahur kedepan dituangkan dalam sebuah visi: yaita“Terwnjudnya Negeri
Selawang Sepaniang Yang Sejahtera Melalui Pemerintahan Yang Amanah,
Bersih, Berwibawa, Berbasis IPTEK Dan IMTAQ, Berorieniasi Ekonomi
Masyarakat Serta Berwawasan Lingkungan”™
Hasil kajian bersama semua pihak atau pelaku pembangunan (stakeholders)
di l_(abupétcn ﬁangka Tengah, ditambah analisis kondisi dan potensi daerah maka
harapan yang ingin diwujudkan pada masa mendatang dituangkan dalam bentuk
| Visi Pembangunan Kabupaten Bangka Tengah tersebut diatas yang salah satunya
seperti Visi pengelolaan aset daerah kedepan adalah menjadi daerah terbaik dalam

manajemen aset yang berbasis Informasi Teknologi (IPTEK) dan Iman dan Tagwa
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(IMTAQ), tidak saja bersifat teknis administratif semata, melainkan sudah
bergeser ke arah bagaimana berpikir layaknya seorang manajer pegawai yang
harus mampu menciptakan perencanaan kebutuhan pegaweal yang ada didaerah
dengan tepat sesuai dengan kompetensi akademisi, serta meningkatkan manfaat
fungsi pegawai sebagai pelayan masyarakat.

Tantangan untuk mewujudkan visi tersebut tidaklah ringan, perlu kerja
keras dari semua pihak pelaksana kebijakan mengingat permasalahan di seputar
penegakan disiplin pegawai dalam meningkatkan kinerja pegawai sekarang ini
begitu kompleks. Oleh karena itu, dalam efektifitas Penjatuhan Sanksi Terhadap
Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil harus ditangani oleh SDM yang
profesional dan handal, dan memahami tata peraturan perundangan yang
mengatur tentang displin pegawai yang Berbasis {PTEK den IMTAQ .a.rtinya
mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang religius melaini peningkatan
kualitas keimmanan dan ketaqwaan, pendidikan dengan memperbesar akses manfaat
bagi masyarakat seria penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2) Misi |

Mist merupakan rwnusan UMum mengenai Upaya-upaya yang akan
dilaksanakan sebagai penjabaran dari visi. Berdasarkan Visi Pembangunan
tersebut diatas ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Bangka Tengah Periode
Tahun 2011 -2015 yang kemudian dalam Penjatuhan Sanksi  Terhadap
Pelanggeran Disiplin Pegawai Negeri Sipil ditetapkannya melalui RPJMD
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2013-2015, maka Pemerintah Kabupaten

Bangka Tengah telah mencanangkan wumtuk meningkatkan kinena
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penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan
yang baik melalui upaya pencapaian visi tersebut yaitu Efektifitas Penjatuhan
Sanksi Terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sumber
daya manusia yang arif dan bijaksana melalui penguasaan dan pengembangan
IPTEK dan IMTAQ, berortentasi kepada ekonomi masyarakat.
A.1.5 Gambaran Pemerintahan Kabupaten Bangka Tengah

Kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah
sangat dipengaruhi oleh jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang
tersedia.Pada Tahun 2015, Kabupaten Bangka Tengah terdiri dari 6 kecamatan, 7
kelurahan dan 56 desa. Pada tahun 2015 jumlah aparat birokrat yang ada di
Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 2.952 orang PNS.Dilihat dan tingkat
pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh PNS d: Kabupaten Bangka Tengah
maka jumlah pegawai .yang tamat S1 menempati urutan pertama dengan
persentase 42,85%, disusul yang tamat D 1-1V sekitar 39,19%, urutan yang ketiga
_ad?.lah yang tamat SLTA sekitar 16,53%, dan urutan yang keempat adaiah yang
tamat S2 sekitar 0,84%.. Hal. ini menunjukkan kualitas SDM yeng digunakan

semakin meningkat di tahun 2015.
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Gambar 4.2
Grafik Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut tingkat pendidikan
yang ditamatkan di Kabupaten Bangka Tengah 2015
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Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah pegawai negeri sipil

menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Bangka Tengah tahun
2015 terbanyak pada Julusan S1 dengan jumlah 1.265 pegawai, kemudian lulusan
D-IV scbanyak 1.157 pegawai, 488 pegawai pada tingkatan SLTA, untuk S2 25
pegawai, sedangkan SLTP dan SD dengan jumlah 11 dan 6 pegawai yang tersebar

Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Bangka Tengah.
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Kemudian berdasarkan rekapitulasi keseluruhan pegawai yang ada di
Badan , Dinas dan Kantor di Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2015
berjumlah 2.952 pegawai. Dalam penelitian implementasi kebijakan pengelolaan
barang milik daerah di Kabupaten Bangka Tengah, badan atau dinas yang menjadi
lokast penelitian adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Kelautan dan Perikanan,
Dinas Perindagkop, Dinas Perhubungan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan
SDM Daerah, Inspektorat Daerah, Kecamatan Simpang Katis dan Kecamatan
Namang. Adapun jumlah pegawai dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3
Rekapitulasi Keseluruhan Pegawai Negeri Sipil pada Badan,
Dinas, dan Kantor, 2015 yang masuk dalam objek penelitian.

Dinas/instansi Jumlah
Servant Office/Institution Totaf

(1) (2)
1. Sekretariat Daerah 87
2. DPRD Kabupaten Bangka Tengah a5
3. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 50
4. Inspektorat Daerah 23
5. Dinas Pekerjaan Umum 28
6. Dinas Pendidikan 32
7. Dinas Kelautan dan Perikanan 21
8. Dinas Kesehatan 47
9. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah 36

Sumber : BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah 2015

A.1.6 Sumber Daya Manusia SKPD
Berdasarkan penclitian didapatkan data sekunder yaitu Jumlah Pegawai

Negeri Sipil Menurut Dinas/ Instansi Pemerintahan dan Golongan, 2015 yang

79

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43809.pdf

masuk dalam objek penelitian yang terdapat di SKPD-SKPD di lingkungan
Kabupaten Bangka Tengah dengan rincian sebagai berikut;
Tabel 4.4

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Dinas/ Instansi Pemerintahan
dan Golongan, 2015 yang masuk dalam objek penelitian

GOLONGAN
Dinas/Instansi Pemerintahan Fraction
Servant Office/Government Institution I " i W Jumlah
Total
(1) {2) {3} (4} {5} (6
1. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 0 22 26 2 30
2. Inspektur Daerah 0 ? 3 7 23
3. Dinas Pekerjaan Umuem 0 7 20 1 28
4. Dinas Pendidikan 0 8 17 7 32
5. Satpol PP 0 15 31 1 47
0 17 15 4 36
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SOM Daerah

Sumber : BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah

Tabel diatas merupakan lokasi peneliti dalam melakukan penelitian di

Kabupaten BangkaTengah. Berdasarkan Tabel Jumlah Pegawai Negeri Sipil

Menurut Dinas/ Instansi Pemerintahan dan Golongan, 2015 yang masuk dalam

objek penelitian bahwa jumlah pegawai yang paling sedikit yaitu terdapat di

Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
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B. Hasil Penelitian Efektivitas Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelanggaran
Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Bangka Tengah.

Pengertian mengenai Pegawai Negeri berdasarkan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian disebutkan Pegawai
Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang tefah memenuhi
syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas
dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, yang digaji
berdasaran peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS dalam Undang-
Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah warga Negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur
Sipil Negara sccara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemeriniahan.

Perundang-undangan kepegawatan dan berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil
yanp sedang aktif melaksénakan tugasnya maupun Pégawai Negeri Sipil yang
sudah tidak aktif melaksanakan tugasnya. Peraturan Perundang-undangan tersebut
menjadi pedoman bagi para Pegawai Negeri Sipil untuk menjalankan kewajiban-

kewajiban dan menjauhi larangan-larangan serta cara memperoleh hak-haknya.

‘Berdasarkan peraﬁnan peﬁndang-undangan yang berlaku yaitu Undang-
Undang Nomor 43 | Tahun | 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara, akan tetapi pada saat Undang-undang ini berlaku, semua
peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dar

81

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43809.pdf

Undang-Undang Nomor 43 Tahuni999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian,
dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti
berdasarkan Undang- Undang ini.

Pemerintah sebagai salah satu unsur pelaksana good governance, harus
memiliki aparatur yang profesional dan disiplin dalam pekerjaannya. Dalam hal
ini diperiukan adanya suatu sistem pembinaan yang baik kepada seluruh PNS dan
salah satu aspek pembinaan di sini adaiah pembinaan disiplin kepada para PNS
tersebut. Disiplin PNS menurut Pasal 11 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor
53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS yaitu, “kesanggupan Pegavwai Negeri
Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan vang apabila tidak

| ditaali atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.”

Hal ini seperti yang tercantum daiam Peraturan Pemerintah Momor 53 Tahun

- 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 11 dimana dijelaskan bahwa
kepada Pegawai Negeri Sipil yang pernah dijatuhi hukuman disiplin yang
 kemudian melakukan pelanggaran disiplin yarg sifatnya sama, terhadapnya
dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang
pemahdijatuhkan kepadanya.
1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tabun 2010 tentang Diaiplih Pegawai
~ Negeri Sipil |
| Kedispilinan Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu faktor yang
sangat menentukan. Pegawai Negeri Sipil sebagai aparat pemerintah, abdi

negara dan abdi masyarakat harus bisa menjadi teladan bagi masyarakat secara
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keseluruhan agar masyarakat dapat percaya terhadap peran Pegawai Negeri Sipil.
Disiplin Pegawai Negen Sipil diperlukan untuk mewujudkan aparatur

pemerintah yang bersih dan berwibawa.

Dalam Sanksi Administrasi, sasaran pencrapannya ditujukan pada
perbuaian,'pmscdur sanksi administrasi dapat dilakukan secara langsung oleh
pemerintah, tanpa melalui peradilan.

Dari hasil wawancara penulis dengan Informan 1 yaitu Bapak Drs.
Sugianto M.Si selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah pada
tanggal 5 Maret 2018 mengatakan bahwa :

“Pemahaman Peraturan Pemenntah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dipahami oleh pegawal menurut saya
bahwa masih belum maksimal diamalkan dalam kesehan-harian pegawai,
hal itu saya lihat dari laporan kepala kepegawaian tentang sanksi yang
diberikan kepada pegawai yang melanggar disiplin yaitu penundaan gaji
berkala Selama ! (satu) Tahun sebanyak 3 (tiga) orang, teguran lisan
sebanyak 11 (sebelas) orang, teguran tertulis sebanyak 13 (tiga belas)
orang dan jainnya”.

Menurut  analisa penulis bahwa Pemahaman Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dipahami oieh
pegawai beium optimal, dari data yang didapatkan dari Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Daerah menunjukan tingka! pemezhaman pegawai negen
sipil di kabupaten bangka tengah masih belum paham.

Menurut Siagian (2012: 305) dijelaskan bahwa disiplin merupakan
tindekan manajemen untuk mendorong para =anggota organisasi memenuhi

funtutan berbagai ketentuan tersebut. Dengan perkataan lain, pendisiplinan

pegawai adalah suatu bentuk pelatihan yang berusaha memperbaiki dan
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membentuk pengetahuan, sikap dan perilaku karyawan sehingga para karyawan

tersebut secara sukarela berusaha bekerja secara kooperatif dengan para karyawan

yang lain serta meningkatkan prestasi kerjanya. Hal itu dilihat dari tabel data

sebagai berikut :

Tabel 4.5

Rekapitulasi Penjatuhan Sanksi Untuk Pembinaan Disiplin Tabun Akhir

2016 bagi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bangka Tengah.

No

Jenis Hukuman Disiplin

Jumlah

Ket

1

Hukuman Disiplin RIngan

a. Teguran Lisan

b. Teguran Tertulis

c. Pemyataan Tidak Puas Secara
Tertulis

13
11

Jenis Hukuman Disiplin

Jumiah

Ket

Hukuman Disiplin Sedang

a. Penundaan Kenaikan
Berkala Selama 1 (satu) Tahun

Gaji

b. Penundaan  Kenaikan Pangkat

selama 1 (satu) Tahun

c. Penurunan Pangkat Setingkat lebihy

rendah selama 1 (satu) tahun

Sumber: Kepegawaian Daerah Kabupaten Bangka Tengah

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pada akhir tahun 2016 terdapat 35

orang yang dijatuhkan sanksi untuk pembinaan disiplin. Discbabkan karena
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Pegawai Negeri Sipil tersebut telah melakukan pelanggaran disiplin, yang
dimana pelanggaran tersebut adalah pelanggaran terhadap kewsjiban.
Dari hasil wawancara penulis Informan 1 dengan Bapak Drs. Sugianto
M.Si selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 5
Maret 2018 mengatakan bahwa :
“Pelaksanaan Proses Sosialisasi Peraturan tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil oleh BKPSDMD dan kita juga sudah dilakukan dalam
melaksanakan disiplin PNS lebih mengacu pada PP. NO 53 Tahun 2010.
Dan dalam pelaksanaannya sering terdapat PNS yang tidak menyadari
tentang kewajiban yang harus ditaatinya. Sehingga dalam hal ini
BKPSDMD mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala yang
muncul dengan menertibkan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati
kewajibannya sebagai Aparatur Sipil Negara. Selain itu berusaha untuk
meningkatkan manajemen dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta
sumber daya manusia dalam tubuh Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM Daerali agar dapat memperoleh hasil yang
maksimal”,

Menurut  analisa penulis bahwa Pelaksanaan program sosialisasi
merupakan program kerja tahunan Badan Kepegawain Daerah Kabupaten Bangka
Tengah, sedangkan pératuran yarng disosialisasikﬁn merupakan peraturan baru,
tidak terdapat tumpang tindih maupun pertentangan dengan program atau
kebijakan iain, kondisi sasaran program sosialisasi tidak berada dalam konflik
sehingga tidak terjadi penolakan pelaksanaan program sosialisasi dan Target atau
sasaran program sosialisasi sudah tepat, yaitu sesuai dengan tujuan program
sosialisast Peraturan Pemerintah 53 Tahuﬁ'2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri

Sipil,

85

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43809.pdf

2. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2009 tentang Disiplin Jam Kerja bagi

Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Informan 2
yaitu Bapak Algafri Rahman, ST selaku Ketua DPRD Kabupaten Bangka

Tengah pada tanggal 8 Maret 2018, mengatakan bahwa :
“Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2009 tentang Disiplin Jam Kerja bagi
Pegawnai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang di
sah kan melalui paripurna DPRD sudah melalui kajian oleh tim kami
juga, jadi apabila ada pegawai kedapatan melanggar aturan yang telah
dibuat oleh pihak eksckutif dan legislatif berarti perlu dilakukan
sosialisasi yang dalam dalam menyampaikan aturan penegakan disiplin

kepada pegawai agar pelanggaran-pelangaran yang terjadi tidak akan
terulang kembali”.

Menurut analisa penulis bahwa Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2009
tentang Disiplin Jam Kerja bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bangka Tengah masih perlu dilakukan sosialisasi kepada pegawai mengingat ada

* nya pelanggaran disiplin yang terjadi di Kabupaten Bangka Tengah.

Kemudian lanjutean wawancara penulis dengan Informan 2 yaitu
Bapak Algafri Rahman, ST selaku Ketua DPRD Kabupaten Bangka Tengah
pada tanggal 8 Maret 2018, mengatakan bahwa :

“Seingat saya Peraturan Bupati tentang Disiplin Jam Kerja bagi Pegawai

Berkaitan dengan sanksi sudah dibuat juga, karena ada juga beberapa

 pegawat yang diberikan sanksi termasuk di setwan ini, untuk itu saya
. himbau kepada aparatur pegawai sebagai abdi negara dan sekaligus
pelayan masyarakat untuk lebih profesionai memberikan pelayanan kepada
orang yang membutuhkan bantuan, pegawai harus lebih disiplin dan rajin
bekerja sehingga tercipta pelayanan yang prima”.

Dari hasil wawancara penulis dengan narasumber dapat disimpulkan

bahwa secara penegakan aturan sudah berjalan tetapi dari tingkat pemahaman
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pegawai masih belum disiplin dalam bekerja, masih perlu dilakukan pembinaan
mental kepada pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
Dani hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Informan 8
yaitu Bapak Drs. Wahyu Nurakhman, M.Si selaku Kepala Badan Kepegawai
Daerah Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 8 Maret 2018, mengatakan

bahwa :

“Peraturan Bupati tentang Disiplin bagi Pegawai berkaitan dengan sanksi
kepada pegawai, sanksi adminitrasi, sanksi disiplin atau sanksi lainnya.
Bahwa Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Kabupaten Bangka Tengah, tidak menggunakan istilah sanksi
administrasi, melainkan sanksi disiplin. Sanksi disiplin adalah hukuman
yang diberikan terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan
pelanggaran disiplin. Sanksi disiplin yang dimaksud disini adalah apabila
diliat di PP No. 53 tahun 2010 berupa hukuman disiplin ringan, hukuman
disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat.”

Data Badan kepegawaian Daerah (BKPSDMD) Kabupaten
Bangka Tengah, Penjatuhan Sanksi Untuk Pembinaan Disiplin Tahun Akhir
2016 bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

Tabel 4.6 :

Rekapitulasi Penjatuhan Sanksi Ringan Untuk Pembinaan Disiplin Tahun
Akhir 2016 bagi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bangka Tengah.

No Jenis Hukuman Disiplin Jumiah Ket
1 Hukuman Disiplin RIngan
a. Teguran Lisan 13
b. Teguran Tertulis i1
¢. Pernyataan Tidak Puas Secara 2
Tertulis

Sumber: Kepegawaian Daerah Kabupaten Bangka Tengah
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Menurut analisa penulis bahwa sanksi disiplin Di  Badan
Kepagawaian Dacrah Kabupaten Bangka Tengah itulah sanksi administrasi.
Sanksi administrasi dalam penerapannya ditujukan pada pelanggaran disiplin
yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, prosedur sanksi administrasi dapat
dilakukan secara langsung oleh pemerintah, tanpa melalui peradilan.
Kemudian yang memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi disiplin adalah
atasan langsung dari Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin.
Untuk Sanksi disiplin dan sanksi administrasi dalam penerapannya berupa
teguran lisan, teguran tertulis. Penerapan Sanksi Administrasi dapat dilihat di
peraturan perundang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi
pemerintahan.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Informan 8
yaitu Bapak Drs. Wahyu Nurakhman, M.Si selaku Kepala Badan Kepegawai
Daerah Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 8 Maret 2018, mengatakan
bahwa :

“Pelanggaran disiplin yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil dalam kategori
ringan yaitu biasanya PNS pulang sebelum jam kerja berakhir tanpa alasan
yang sah, PNS membolos lama, misalnya menambah libur setelah hari
libur lebaran tanpa alasan yang sah dan PNS nongkrong di kantin pada
jam kerja.”

Dari hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa sesuai dengan
peraturan pemerintah bahwa hukuman disiplin ringan terhadap pelanggaran
dalam kategori ringan seperti pelanggaran terhadap kewajiban yang diatur pada

Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal
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3 angka 11 dalam peraturan pemerintah ini, yang menyatakan bahwa pelanggaran
terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentwan jam kerja sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa :

a. Teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah
selama 5 hari kerja.

b. Teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kepa tanpa alasan yang sah
selama 6 sampai 10 hari kerja.

¢. Pernyataan tidak puas secara tertulis bagli PNS yang tidak masuk kerja
tanpa alasan vang sah selama 11 sampai 15 hari kerja.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Informan 8
yaitu Bapak Drs. Wahyvu Nurakhman, M.Si sclake Kepala Badan Kepegawai
Daerah Kabupaten Bangka .Tengah pada tanggal § Maret 2018, mengatakan
bahwa :

“kalo menurut saya pelanggaran PNS dalam kategori sedang adalah ketika
PNS yang telah menerima hukuman disiplin ringan, namun masih tetap
mengulangi perbuatan yang sama berupa pelanggaran dalam kategori
ringan berulangkali tzanpa mengindahkan hukuman disiplin ringan yang
telah dijjatuhkan sebelumnya kepada PNS yang bersangkutan. Pada
akhimya PNS ini menerima penjatuhan hukuman disiplin sedang berupa
penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tabhun, penundaan
kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, atau penurunan pangkat
setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun”

Pemyataan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan
Peraturan Pemerintah bahwa hukuman disiplin sedang terhadap pelanggaran
disiplin dalam kategori sedang seperti pelanggaran terbadap kewajiban yang
diatur pada Peratoran Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil Pasal 3 angka 11, yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap
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kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 angka 11 berupa:

a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun bagi PNS yang tidak masuk
kerja tanpa alasan yang sah selama 16 sampai dengan 20 hari kerja.

b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun bagi PNS yang tidak masuk
kerja tanpa alasan yang sah selama 21 sampai 25 hari kerja, dan

c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama ! tahun bagi PNS yang
tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 sampai dengan 30
hari kerja.

Kemudian lanjutan dari hasil wawancara yang penulis lakukan
dengan Informan 3 yaitu Ibu Cherlini, ST, MM selaku Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal
12 Maret 2018, mengatakan bahwa :

“Beberapa pelanggaran PNS dalam kategori berat seperti, adanya
laporan kepada pimpinan bahwa seorang PNS telah melakukan
perselingkuhan atau nikah sirih oleh keluarga PNS  yang
bersangkutan, dan setelah dilakukan penelusuran ditemukan bukti-
bukti yang kuat atas laporan tersebut dan PNS yang bersangkutan

rbukti melakukan perbuatan tersebut akan dijatuhkan hukuman
disiplin berat yaitu pemecatan.”

Sesuai dengan Peraturan Pemerintan bahwa hukuman disiplin berat
terhadap pelanggaran disiplin dalam kategori berat seperti pelanggaran terhadap
kewajiban yang diatur pada Peraturar; Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tantané
Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 angka 6 yaitz menjunjung tinggi kehormatan

Negara, Pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
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angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau
Negara.

Menurut analisis penulis dari beberapa pernyataan tersebut diatas dapat
ditarik kesimpulan bahwa yang dijatuhkan sanksi disiplin di Pemerintah
Kabupaten Bangka Tengah, belum Sep-enuhnya melaksanakan kewajibannya
sebagat PNS dan mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Adapun proses pelaksanaan penjatuchan sanksi disiplin  terhadap
pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Pemerintah Xabupaten Bangka
Tengah, dari hasil wawancara penulis dengan Infroman 9 yaitu Bapak Mahdi,
SE selaku Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Bangka Tengah pada
tanggal i3 Maret 2018, yaitu:

“kalo di kita sebelum Pegawai Negeri Sipil dijatunkan Sanksi
Disiplin, Pegawai Negeri Sipil yang di duga melakukan Pelanggaran
disiplin dipanggil secara tertulis untuk diperiksa, apabila pada
tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir,
maka dilakukan pemanggilan yang kedua, apabila pada tanggal
pemeriksaan, pemanggilan kedua PNS yang diduga melakukan
pelanggaran tidak hadir maka dilakukar pemanggilan ketiga dan
apabila pemanggilan ketiga tidak hadir maka pejabat yang berwenang

menghukum dapat menjatuhkan hukuman disiplin berdasaskan alat
bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan”.

Dalam proses pemanggilan terhadap pelanggaran disiplin Pegawai Negeri
Sipil Di Pemerintah Kabupaten Bangka Tcng_ah, tidak sesuai dengan Peraturan
Pemerintah No. 53 Tahun 20i0 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 23.
Adapun proses pelaksanaan penjatuhan sanksi disiplin terhadap pelanggaran

disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, dan
. 7
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hasil wawancara penulis dengan Informan 10 yaitu Bapak Jimmy, SE Kepala
Bidang Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawain Daerah Kabupaten
Bangka Tengah pada tanggal 13 Maret 2018, yaitu:

“Sebelum Pegawai Negeri Sipil dijatuhi sanksi disiplin, setiap atasan
langsung wajib memeriksa terlebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang
diduga melakukan pelanggaran disiplin. Pemeriksaan yang dimaksud
adalah dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam
berita acara. Khusus untuk pelanggaran disiplin dengan ancaman
hukuman disiplin sedang, dapat dibentuk Tim pemeriksa. Tim
pemeriksa yang dimaksud adalah atasan Jangsung, unsur
pengawasan, dan unsur kepegawaian”.

Dalam proses pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin Pegawai Negeri
Sipil D1 Pemeriniah Kabupaten Bangka Tengah, telah sesuat dengan Peraturan
Pemerinlah  No. 53 Tshun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 24 dan
Pasal 25. Kemudian lanjutan proses pelaksanaan penjatuhan sanksi disiplin
terhadap pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Pemerintah Kabupaten
Bangka Tengah, dari basil wawancara penulis dengan Informan 11 yaitu
Bapak  Tamimi, SH yaitu Sekretaris pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 13 Maret
2018, yaitu:

“menurut saya sebelum PNS tersebut dijatuhkan sanksi disiplin, Badan
Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Bangka
Tengah mengadakan rapat yang membahas penjatuhan sanksi
disiplin = untuk = menghindari kesewenang-wenangan, rapat tersebut
dipimpin oleh Bupati apabila hukuman disiplin berat berupa
pemecatan, vang dihadiri oleh Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Daerah Bangka Tengah, atasan langsung, tim
periksa, dan seluruh yang terkait dalam penjatuhan sanksi disiplin. Namun
di dalam penjatuhan sanksi disiplin di Pemerintah Kabupaten Bangka
Tengah, masih ada pengaruh situasi politik yang dimana masih sarat akan
nepotisme sehingga masih terkesan memilih dalamn penjatuban sanksi
disiplin ketika pelanggar adalah seorang yang memiliki link keatas
ataupun mempunyai keluarga yang menduduki jabatan pimpinan tinggi,
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maka hukuman yang dihasilkan lebih ringan dari pelanggaran yang
dilakukan”.

Pernyataan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses
penjatuhan hukuman disiplin terhadap pelanggaran disiplin Di Peﬁlerintah
Kabupaten Bangka Tengah, belum sepenuhnya mengikuti ketentuan Peraturan
Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Karena
dari hasil wawancara dengan narasumber, penuits dapat mengetahui bahwa di
Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah masih mempertimbangkan dan
memberikan toleransi terhadap sanksi disiplin yang akan dijatuhkan kepada PNS
yang melakukan pelanggaran disipiin, sehingga hukuman vang dihasilkan lebih
ringan dar pelanpgaran yang dilakukan.

Kemudian lanjutan proses pelaksanaan penjatuhan sanksi disiplin terhadap
pelanggaran disiplin Pegawsi Negeri Sipil Di Pemerintah Kabupaien Bangka
Tengah, dari basil wawancara penulis dengan Informan 11 yatiu Bapuk
Tamimi, SH yaitu Sekretaris pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Daerah Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 13 Maret 2018, yaitu;

“Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dipanggil secara tertulis untuk

hadir menerima keputusan hukuman disiplin, disampaikan secara

tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum, penyampaian
kepﬁtusan hukuman disiplin paling lambat 14 hari kerja sejak keputusan

itu ditetapkan”. _
Pernyataan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Dalam proses
penyampaian keputusan hukuman disiplin terhadap pelanggaran disiplin Pegawai

Negeri Sipil Di Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, telah sesuai dengan
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Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Di Pemerintah Kabupaten Bangka
Tengah juga belum sepenuhnya melaksanakan penjatuhan sanksi disiplin dimana
masih ada atasan yang tidak menjatuhkan sanksi disiplin kepada bawahnnya yang

melakukan pelanggaran disiplin.

Kemudian lanjutan proses pelaksanaan penjatuhan sanksi disiplin terhadap
pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Pemerintah Kabupaten Bangka
Tengah, dan hasil wawancara penulis dengan Infroman 5 yaitu Bapak
Haryono, SH, Inspektur Pembantu Wilayah | Inspektorat Daerah Kabupaten
Bangka Tengah pada tanggal 14 Maret 2018, yaitu:

“Penjatuhan sanksi disiplin kepada bawahannya yang melakukan
pelanggaran disiplin masih adanya pembiaran yang dilakukan oleh
atasan langsung, yang dimaksud dengan pembiaran disini adalah dimana
atasan tersebut mengetahui bahwa adanva pelanggaran disiplin yang
dilakukan oleh bawahanpya tetapi dia tidak memberikan feguran atas
perbuatannya. Dengan alasan, atasan langsung di instasi tersebut tidak
mernahami tentang kewenangan yang diperikan untuk mepjatuhkan sanksi
disiplin sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2610.”

Pernyataan tersebut diatas dapat. disimpulkan bahwa apabila diliat dari
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pada Pasal 21 yakni :
1.) Pejahat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin
kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin
2.) Apabila Pejabat yang berwenang mcnghukum.scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak menjatubkan hukaman disiplin kepada PNS yang melakukan

pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin atasannya.
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3.) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan jenis
hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan
pelanggaran disiplin.

4.) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan

hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

Dari pemyataan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa atasan
langsung tersebut tidak mengikuti ketentuan Peratwran Pemerintzh Nomor 53

tahun 2019 Pasat 21.

Dari seluruh penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa
pelaksanaan penjatuhan sanksi administrasi terhadap pelanggaran disiplin bahwa
tata cara atau tahapan penjatuhan hukuman disiplin dari hukuman disiplin tingkat
ringan hingga hukurman disiplin tingkat berat belum diterapkan dengan optimal
keapada Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Bangka Tengéh atau
" belum sepenuhnya mengikuti ketentuan Peraturan Pemeriniah  No. 53 Tahun
2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. Efektivitas Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai
Negeri Sipil Di Kabupaten Bangka Tengah.
B Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Informan 6
-yaitu Bapak Drs. Edison, M.Si selaku Inspektur Daerah Kabupaten Bangka
Tengeh pada tanggal 12 Maret 2018, mengatakan bahwa:
“Efektivitas Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai
Negeri Sipil Di Kabupaten Bangka Tengah yang dilakukan oleh Badan
Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah menurut saya masih
lemah, karena saya liat berdasarkan hasi] monitoring tim kita dari

inspektorat masih ada pimpinan dan bawahan masth menggunakan
95

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43809.pdf

perasaan atau hubungan emosional seperti saudara atau kawan kepada
pegawai negeri sipil. Hal tersebut bagi kami menganggap belum disiplin
atau profesional atau memang kurangnya pemahaman terhadap peraturan
perundang- undangan, dilihat dari hasil lapangan, kami dari inspektorat
akan memberikan evaluasi kepada BKPSDMD untuk lebih memberikan
pembinaan mental kepada PNS termasuk pimpinan agar hal tersebut tidak
terulang kembali”.

Dari pernyataan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Penjatuhan
hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil yang melanggar kewajiban dan
larangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 20310 telah
diatur sedemikian rupa. Setiap pimpinan mulai dari tingkat atas sampaij pada
pimpinan terendah memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin
kepada bawahannya yang melanggar peraturan. Hal ini dimaksudkan agar
setiap pimpinan memiliki tanggungjawab untuk membina bawahannya secara
langsung dan bertanggungjawab ierhadap apa yang telah dilakukan bawahannya.

Dari hasil wawancara yang penulis iakukan dengan Informan 7
vaitu Bapak Romadin, S.Ag selaku Inspektur Pembantu III Daerah Kabupaten
Bangka Tengah pada tanggal 15 Maret 2018, mengatakan bahwa :

“menurut saya kualitas etos kerja dan displin kerja aparatur sccara umum
masih tergolong rendah, sehingga perwujudan pemerintahan yang bersih
dan berwibawa harus diawali dengan penegakan disiplin di lingkungan
Bangka Tengah oleh aparatur sipil negara khususnya PNS. Kalo saya lihat
juga masih kurangnya dalam mematuhi peraturan kedisiplinan pegawai
sehingga dapat menghambat pemerintahan dan pembangunan di kita, PNS
seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat secara keseluruhan agar
masyarakat dapat percaya terhadap peran PNS”,

Dari pernyataan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa disiplin kerja
adalah merupakan modal yang penting dan harus dimiliki oleh aparatur negara
sebab menyangkut pemberan pelayanan kepada publik. Seharsnya dengan

disiplin kinerja kerja pegawai secbagai aparat pemerintah dan abdi masyarakat
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diharapkan selalu siap sedia menjalankan tugas yang telah menjadi
tanggungjawabnya dengan baik, namun realitanya sering terjadi dalam suatu
instansi, para  pegawainya melakukan  pelanggaran yang menimbulkan
ketidakefektifan kinerja pegawai yang bersangkutan.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Informan
10 yaitu Bapak Saipul, SAP, MAP selaku Kepala Bidang Mutasi BKPSDMD
Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 13 Maret 2018, mengatakan bahwa :

“kuantitas dani sasaran kinerja pegawai telah dibuat berdasarkan saran
kinerja pegawai (SKP), disitu dibuat yang disetujui oleh kepala bidang dan
pimpinan, hal itu lah yang menjadi dasar pegawai dalam bekerja. Tapi
dilihat dari hasil kinerja masih terdapat pegawai yang masih belum
maksimal dalam bekerja, hal tersebut dilihat dari rekap absen sidik jari
masih terdapat pegawai sctelah istirahat terlambat masuk kerja kembali,
karena dari rekap absen terlihat jelas jam masuk,istirehat dan pulang”.

Dari pernyataan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa kedisiplinan
adalah salah satu faktor yang penting dalam suatu organisasi. Di katakan sebagai
faktor yang penting karena disiplin akan mempengaruhi kinerja pegawai dalam
suatu organisasi seperti hasil kerja dantepat waktu. Semakin tinggi disiplin
pegawai semakin tinggi pula prestasi kerja yang dapat dicapai. Disiplin adalah

- merupakan cerminan besamya tanggung jawab seseorang dalam melakukan
tugas- tugas yang diberikan kepadanya yang mendorong gairah dan semangat
kerja seseora:ng-. |

Menurut Hutasoit (2010: 37) dalam Pelayanan Publik dijelaskan bahwa
pada umumnya disiplin yang baik apabila pegawai datang ke kantor dengan
teratur dan tepat waktu, dengan berpakaian serba hiuk dar rapih pada tempat

bekerjanya. Mereka menggunakan bahan-bahan dan perlengkapan dengan hati-
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hati. Mercka menghasilkan jumlah dan kualitas pekerjaan yang memuaskan dan
mengikuti cara kerja yang ditentukan oleh organisasi dan menyelesaikan dengan
sangat baik,

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Informan
13 yaite Bapak Wahyudi, SH selaku Kepala Bidang Penegakan Perda Kabupaten
Bangka Tengah pada tanggal 16 Maret 2018, mengatakan bahwa :

“kalo menurut saya ketepatan waktu pegawai dalam bekerja dan ketepatan
waktu masuk dan pulang kerja belum optimal. Disiplin bila sudah menyatu
dengan dirinya, maka sikap atau perbuatan yang dilakukan bukan lagi
atau sarna sekali tidak dirasakan sebagai beban, bahkan akan sebaliknya
akan membebani dirinya bila mana ini tidak berbuat sebagaimana
mestinya. Dengan demikian disiplin kerja seseorang dalam bekerja
merupakan sikap atau perlakuan ketaatan, ketertiban, tanggungjawab dan
loyalitas pegawal terhadap scgala tata tertib yang berlaku dalam
organisasi”.

Dari pemyataan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pentingnya
peranan disiplin ketepatan waktu dalam bekerja. Disiplin juga tidak kalah
pentingnya dengan prinsip-prinsip lainnya artinya disiplm setiap pegawai selalu
mempengaruhi hasil prestasi kerja. leh sebab itu dalam setiap organisasi
perlu ditegaskan disiplin pegawai-pegawainya. Melalui disiplin yang tinggi
preduktivitas kerja pegawai pada pokoknya dapat ditingkatkan. Oleh sebab itu
perlu ditanamkan kepada setiap pegawai disiplin yang sebaik- baiknya.

Menurut Lartener (dzlam Hasibuan 2014: 127) dijelaskan bahwa bila
pegawai bertindak atau berbuat sesuai de.ngan ke.inginan organisasi maka
peraturan itu menjadi efektif. Disiplin kerja bila pegawai datang tepat waktu,
mempergunakan alat kartor dengan rasa tanggungjawab, hasil pekerjaan

memuaskan dan bila bekerja dengan semangst tinggi. Berdasarkan pendapat ahli
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tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kedisiplinan yang
dimiliki seorang pegawai maka akan semakin tinggi pula Kinerja pegawai.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Informan 9
yaitu Bapak Mahdi, SE selaku Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya
Manusia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten
Bangka Tengah pada tanggal 13 Maret 2018, mengatakan bahwa :

“Dapat saya jelaskan apakah sasaran kerja fepat sasaran, hal ini Apa yang

menjadi tujuan dan sasaran kebijakan Peraturan Disiplin seharusnya

ditransmisikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, dapat dilihat dari informasi ada

beberapa teguran yang telah dibuat oleh BKPSDMD kepada pegawai

yang bermasalah, kalo dilihat dari sasaran kerja masih ada sasaran
kinerjanya masih belum maksimal”™,

Dari pernyataan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa sasaran kerja
pegawai masih belum tercapai, sasaran kerja pegawai yang ditetapkan
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintab Nomor 53 Tahun 2016
tentang displin Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 angka 12 yaitu , apabila
pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25% (dua puluh lima
persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen).

" Menurut Poerwardarminta (dalam Remiwati 2012: 16) bahwa “Lfektivitas
dalam arti mencapai sasaran, yakni masing-masing individu pegawai
memiliki kemampuan dalam menyelesaikan fugas-tugasnya”. Kemudian hal ini
dijelaskan oleh Emerson (dalam Handayaningrat, 2009: 23} bahwa : Effectivitas is
a measuring in term attaining prescribed goals or objective (Efektivitas adalah
pengukuran dalam arti pencapaian sasaran atau tujuan yang ditentukan

sebelumnya).
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Terjadinya suatu pelanggaran disiplin tidak terlepas dari latar
belakang melakukan tindakan tersebut, adanya unsur kurang kesadaran dan
ketaatan terhadap peraturan serta menganggap ringan segala upaya tindakan
penegakan yang ada. Penegakan disiplin merupakan kunci untuk mengatasi segala
pelanggaran disiplin yang ada, tetapi kunci dari penegakan disiplin ini tidak

terlepas dari beberapa faktor yang mendukungnya.

4, Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan disiplin
pegawai
Tujuan penjatuhan hukuman disiplin pada prinsipnya bersifat pembinaan
yaitu untuk memperbaiki dan mendidik PNS yang melzkukan pelanggaran
disiplin agar yang bersangkutan mempunya: sikap menyesal dan berusaha tidak
mengulangi serta memperbaiki diri pada masa yang akan datang. Juga
dimaksudkan agar PNS yang lainnya tidak melakuken pelanggoran disiplin.
Pejabat yang berwenang menghukum sebelum menjatubkan hukumarn disiplin
wajib mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan, dan memperhatikan dengan
scksama faktor-foktor yareg mendorong' atau menyebabkan PNS tersebut
melakukan pelanggaran disiplin dan dampak étas pelanggaran disiplin tersebut.
Menurut Tohardi (2012: 102) dijelaskan bahwa ada beberapa hal yang dapat
" kita lakukan dalam metode pembinaan disiplin tersebut, diantara lain adalah: “(1)
Funismhent and Reward, (2) Adil dan tegas, (3} Motivasi, (4) Keteladanan, (5)
Lingkungan yang kondusif”. Kemudian selanjutnya Menurut Tohardi (2012: 262)
dikemukan bahwa faktor-faktor yang mempepgaruhi kedisiplinan adalah 1) Besar

kecilnya pemberian kompensasi, 2) Ada tidaknya keteladanan pemunpin dalam

100

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43809.pdf

perusahaan, 3} Ada thdaknys aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan, 4)
Keberanian pemimpin dalam mengambil tindakan, 5) Ada tidaknya pengawasan
pimpinan, 6) Ada fidaknya perhatian kepada pegawai, dan 7) Diciptakan kebiasaan-
kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Informan 14
yaitu Bapak Saparudin, SE selaku Kasi Pengembangan Kapasitas POL PP
Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 19 Maret 2018, Faktor-faktor yang
mempengaruhi efektivitas penegakan disiplin pegawai mengatakan bahwa :

“tyjuan dan tanggung jawab pekerjaan yang dibebankan kepada setiap

pegawai mengacu ke sasaran kinerja pegawai yang hasilnya masih ada

yang memiliki efektivitas kerja rendah, hzl tersebut dapat dilihat
masih adanya pegawai yang kurang mampn menyesuaikan diri dengan
rekan kerja di kantor maupun dengan tugas pekerjaan yacg menjadi
tanggungjawabnya, masih adanya pegawa: yang memiliki Xemampuan
kerja kurang memuaskan dan masih adanya pegawai yang dalem
penyelesaian tugas belum sesuai dengan target yang telah ditentukan™,

Dari hasil wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa disiplin
kerja sangat dipengaruhi oieb tujuvan dan kempuan yang dimiliki oleh setiap
pegawai. Dengan mengetahui sejauhmana tanggung jawab pekerjaan  vang
dibebankan oleh setiap pegawai apakah telah sesual atau belum, manajeman akan
mereview kembali dan mengarahkan kepada tujuan yang  benar dan sejalan
dengan kemampuan yang dimiliki oleh setiap pegawai.

Garis besar kadar kedisiplinan pegawai dan terus menegakkan disiplin
kerja akan mempengaruhi pegawai yang indisipliner, karena dengan adanya
sanksi dan juga pengarahan secara berkala dan terus menerus akan membuat

pegawai merasa dirinya harus lebih baik dan lebih baik lagi.
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Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Informan
15 yaitu Bapak Sama Anam, S.IP selaku Kasi Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 19 Maret
2018, Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan disiplin pegawai
mengatékan bahwa :

“Sejauhmana pengaruh teladan pimpinan kepada bawahan / staf menurut
saya faktor pimpinan yang kurang cakap dalam memberi teladan bagi
pegawai ada di beberapa dinas atau badan, hal itu dilihat dari laporan
stafnya yang sering jarang ada ditempat kemudian dinas luar, akhimnya
memperlambat proses pelayanan yang ada di dinas serta secara
administrasi juga terhambat”.

hasil wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa teladan
pimpinan merupakan sikap, sifat, dan moral pimpinan dalam memberikan contoh
vang baik bagi pegawai/bawahan dalam rangka peningkatan disiplin kerja
pegawai dalam mernjalankan segala tigas dan tanggung jawab yang di bebankan
oleh setiap pegawai Penegakan disiplin harus dilakukan oleh setiap pegawai
dan pemimpin harus melakukan pengawasan. Kepala dinas atau Badan
merupakan pimpinan tertinggi dalam organisasi atau di instaﬁsi. Sangat besar
sekali pengaruh pimpinan dalam memberikan contoh yang baik bagi pegawai
untuk dapat menegakkan Gisiplin kerja.

Setiap pelanggaran yang dilakukan cleh pegawainya mf;\ka atasan yang
bersangkutan harus bisa mempertanggung jawabkannya. Atasan bisa diangé,ap
gagal melakukan pembinzan dan pengawasan.  Setiap  atasan  harus
memimpin bawahannya dengan arif dan bijaksana dan harus menjadi
teladan yang baik yang bisa membimbing bawahannya agar tetap berada

pada jalur yang benar, memberikan perhatian kepada bawahan, berani
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mengambil  tindakan, dan menciptakan  kebiasaan- kebiasaan yang
mendukung tegaknya distplin.

wawancara yang penulis lakukan dengan Informan 4 yaitu Bapak
Redhatama, SE, selaku Sekretaris BPPKAD Kabupaten Bangka Tengah pada
tanggal 20 Maret 2018 tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas
penegakan disiplin pegawai mengatakan bahwa :

“Bagaimana kompensasi atav hadiah yang diberikan kepada pegawai
dalam hal kinerja, setau saya pengawasan pegawai dilakukan cleh OPD
yang bersangkutan, namun pihak BKPSDMID tetap berperan dalam hal ini.
Setiap bulan BKPSDMD menarik absensi sidik jari pegawai untuk
mengontrol kehadiran pegawai dalam satu masa kerja. Dari bukti absensi
itu akan ketahuan, pegawai yang tidak masuk kerja, yang tidak absen pagi,
siang dan sore,”

wawancara yang penulis lakukan dengan Informan 4 yaitu Bapak
Redhatama, SE, selaku Sekretaris BPPKAD Kabupaten Bangka Tengah pada
tanggal 20 Maret 2018 tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas
penegakan disiplin pegawai inengatakan bahwa :

“Apakah gaji atau Kkesejahteraan ikut mempengaruhi kedisiplinan
pegawai, hagi PNS yang bekerja sesuai aturan maka akan diberikan
tunjangan penghasilan dan apabila pegawai melanggar ahian, sanksi lain
yang dikenakan yakmi dilakukarn pemotongan Tumjangan Penghasilan
Pegawai (TPP) sesuai Surat Edaran (SE) dan Peraturan Bupati Bangka
Tengah. Masih ada juga pegawai bekerja diluar waktu jam kerja, katanya
kerja sampingan, dari BKPSDMD juga mungkin tidak tercontrol dengan
adanya informasi ini. Scharusnya BKPSDMD sendiri memang melakukan
sidak karena dapat mengonirol kehadiran pegawai melalui absensi sidik
jari. Sanksi yang dikenakan bagi pegawai yang melanggar, TPP dipotong
sesuai Perbup. Pengawasan tetap langsung dari OPD yang bersangkutan”.

Kesimpulan dari hasil wawancara mengenai fungsi dan penerapan atas
balas jasa di Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah belum terlaksana dengan

maksimal. Hal ini masih adanya beberapa dari pegawai yang masih mencari

103

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43809.pdf

pekerjaan sampingan. Hal ini menggambarkan masih kurangnya kesejahteraan
yang didapat oleh  setiap pegawai  di Kabupaten Bangka Tengah.
Bagaimanapun keadilan atas sikap, moral, sanksi hukum dan juga balas jasa harus
diberikan secara adil tanpa adanya kesewenangan dari pimpinan terhadap pegawai
sesuai dengan tingkat kesejahteraan yang dibutuhkan pegawai.

Wawancara yang penulis lakukan dengan Informan 4 yaitu Bapak
Redhatama, SE, selaku Sekretaris BPPKAD Kabupaten Bangka Tengah pada
tanggal 20 Maret 2018 tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas
penegakan disiplin pegawai mengatakan bahwa :

“Keadilan dalam memperlakukan seseorang pegawai sesuai dengan
haknya yaitu sanksi yang dikenakan bagi pegawai yang melanggar, TPP
dipotong sesuai Perbup. Pengawasan tetap langsung dari OPD yang
bersangkutan. yang saya katakan tadi bahwa pegawai dalam tindakan
pendisiplinan dilakukan secara adil tanpa pilih kasih Siapapun yang
telah melakukan kesalahan harus mendapat tindakan pendisiplinan secara
adil tanpa membeda-bedakan”

hasil wawancara tersebui dapat diambil kesimpuian bahwa Dalam
pc_netapzin jenis sanksi disiplin yang akan dijatuhkan kepada pegawai
yang melanggar hendaknya dipertimbangkan dengan cermat, teliti, dan
seksama bahw;l sanksi disiplin yang akan dijatuhkan tersebut setimpal dengan
tindakan dan perilaku yang diperbuat. Dengan demikian, sanksi disiplin tersebut
.dapat diterima dengan rasa keadilan. Kepada pegawai -yang pernah
diberikan sanksi disiplin dan mengulangi lagi pada kasus yang sama, perlu
dijatuhi sanksi.

Keadilan imi akan ikut mendorong terwujudnya disiplin pegawai

dikarenakan sifat dan ego manusia yang merasa dirinya penting dan ingin
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diperlakukan sama atau adil seperti pegawai yang lain. Keadilan yang
diterapkan pada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah belum maksimal
terlaksana dengan baik.

Wawancara yang penulis lakukan dengan Informan 9 yaitu Bapak
Mahdi, SE selaku Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Bangka Tengah
pada tanggal 13 Maret 2018 tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas
penegakan disiplin pegawail mengatakan bahwa:

“Pengendalian dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya
apakah secara terus menerus atau aktif. Secara garis besar pengawasan
serta peran langsung pimpinan dalam meningkatkan disiplin pegawai
belum sepenuhnya dirasakan oleh pegawai, hal ini tercermin masih adanya
beberapa pegawai yang malas bekerja/tidak adanya gairsh dalam bekerja
mungkin dikarenakzn salah satu faktor penyebab tidak nyaman hubungan
antara pegawai dengan pegawai yang lain”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan agar terciptanya
suasana yang kondusif, nyaman, dan pegawai juga akan merasa dirinya sangat di
perhatikan dan di didik dengan baik perlu adanya pengawasan yang melekat dari
pimpinan dan juge teladan pimpinan yang menunjukka sikap, aturan, dan moral
yang dapat dianuti dan ditiru oleh setiap pegawai dalam organisasi.dengan begi'tu
hal ini juga akan memberikan efek sekecil mungkin adanya penyalahgunaan
wewenang dan pelanggaran disiplin pegé\wai.

Wawancara yang penulis lakukan dengan Informan 7 yaitu Bapak
Romadin, §.Ag selaku Inspektur Pernbantu 1fI Daerah Kabupaten Bangka Tengah
pada tanggal 15 Maret 2618 tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas

penegakan disiplin pegawai mengatakan bahwa :
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“pengawasan melekat dalam pengendalian disiplin menurut saya belum
tercapai, hal itu dilihat dari dua orang PNS yang dipecat itu berinisial Ap
dan S. Keduanya diberhentikan secara tidak hormat karena tidak bisa
menjadi PNS yang baik. Versi Pemkab Bangka Tengah, sanksi tegas
memecat 2 orang pegawail ini dengan alasan diberhentikan secara hormat
tidak atas permintaan sendiri.

Selanjutnya diterus dengan pertanyaan berikutnya wawancara yang
penulis lakukan dengan Informan 9 yaitu Bapak Mahdi, SE selaku Kepala
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 13 Maret
2018 tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan disiplin
pegawai mengatakar: bahwa :

“Sejauhmana tingkat Disiplin pegawai, kalo secara aturan sudah kita

sampaikan kepada SKPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Bangka

Tengah, tetapi ternyata masih ada 3 orang PNS lainnya mendapatkan

hukuman penurunan pangkat karena tidak tertib mengelcla administrasi

keuangan. Ketiganya berinisial As, El dai Dr yang bertugas di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Hingga beritz ini diturunkan,

berkas ketiga PNS yang melanggar tersebut dalam proses persetujuan dan

menunggu petunjuk Bupati Bangka Tengah untuk ditetapkan. Sementara
untuk proses administrasi, sudah selesai dilakukan tinggal disampaikan ke

Bupati.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan yaitu pembinaan
disiplin memiliki hubungan positif yang dapat mempengaruhi perilaku
pegawai. Semakin baik pembinaan disiplin dilakukan maka akan semakin
baik pula perilaku ketaatan dan kepatuhan pegawai terhadap ketentuan dan tata
tertib yang berlaku, apabila disiplin pegawai tidak baik maka pegawai fersebut
akan mendapal sanksi sesuai dengan aturen yang berlaku, kemudian perlu

dilakukan pembinaan khusus kepada pegawai yang terkena sanksi, hal ini tentu
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akan menjadi tugas dan tanggung jawab setiap pimpinan untuk melakukan
pembinaan disiplin kepada para pegawai yang ada di lingkungannya.

Berikut wawancara yang penulis lakukan dengan Informan 16 yaitu
Bapak As selaku pegawai terkena hukuman Kabupaten Bangka Tengah pada
tanggal 21 Maret 2018 tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas
penegakan disiplin pegawai mengatakan bahwa :

“menurut pendapat saya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam usaha
meningkatkan disiplin pegawai adalah dengan ketegasan dan kejelasan
pengaturan itu sendiri, misalnya tidak pilih kasih terhadap hukuman yang
diberikan kepada pegawai, kan terkadang ada hukuman yang tidak adil
seperti telat absen sidik jari dibert hukuman sedangkan tidak absen senam
pagi dihan jumat tida ada apa2 padahal kan sama-sama absen. Saya
sebagai pegawai yang sering terkadang terlambat masuk kerja dikarenakan
hai pribadi tapi kan sebenemya walaupun saya masuk telat terkadang
puiang kerja nya juga lama misal jam 17 lewatlah dan jam pulang kerja
bisasanya tapi yah itu iah kalo ada hubungan keluarga didalam pekerjaan
jadinya pilin kasih...”

Selanjutnya wawancara yang penulis lakukan dengan Informan 17

yaitu Dapak Wn selaku pegawai terkena hukuman Kabupater Bangka Tengah

pada tanggal 21 Maret 2018 ten_téng faktor-fakior yang mempengaruhi efektivitas

penegakan disiplin pegawai mengatakan bahwa :
Saya sudah bekerja sesuai dengan perintah atasan saya, akan tetapi
pekerjaan itu belum selesai saya kerjakan di kantor, kemudian saya kerjakan
di rumah, dan beberapa hari kemudian saya baru masuk kantor dengan hasil
pekerjaan selesai dikarenakan pekerjaan iiu memerlukan proses, oleh bagian
tata usaha di dinas saya dikenakan alpa tidak masuk kantor dan tidak ada
dispensasi saya utk absen saya, dimana letak keadilan buat saya karena yang
saya lakukan bekerja bukan malas2nya dirumah.apakah pekerjaan saya

dikatakan tidak efektif bekerja dirumah atau memang ketidaksenangan
pihak tertentu sehingga mendapat teguran dari kepegawaian.

Selanjtnya wawancara yang penulis lakukan dengan Informan 18

yaitu Bapak Dt selaku pegawai terkena hukuman Kabupaten Bangka Tengah
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pada tanggal 21 Maret 2018 tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas
penegakan disiplin pegawai mengatakan bahwa :

Waktu itu saya bekerja di dinas PU, saya sebagai petugas lelang yang

bekerja memerlukan waktu banyak diluar untuk bekerja seperti koreksi

data lelang dan lain sehingga terkadang bekerja sampai malam, kemudian
besok nya saya masuk siang ke kantor dikarenakan saya lelah dan
mengantuk karena bekerja, dikantor kan absen mengunakan mesin sidik

jari, klo terlambat di potong kan TPP, kemudian oleh BKPSDMD saya di

potong sekian persen, saya merasa bekerja itu sia-sia dikarenakan tidak

diberikan keseimbangan kerja dan toleransi masuk kerja sehingga saya
menggangap kurangnya perhatan pimpinan terthadap bawahan.

Selanjutnya wawancara yang penulis lakukan dengan Informan 18
yaitu Bapak Ry selaku pegawai terkena hukuman Kabupaten Bangka Tengah
pada tanggal 21 Maret 2018 tentang faktor-faktor yang mempengaruh: efektivitas
penegakan disiplin pegawai mengatakan bahwa :

Mohon izin menurut saya, pimpinan kurang memberikan perhatian kepada

bawahan, hal itu saya lihat dani pilih kasih antara pegawai, saudara dalam

kantor, ada yang bekerja mati2an siang dan mialam demi kinerja, akan
tetapi hasil nya nol (tidak dianggap), ada saudaranya dikantor yang kerja
malas-maiasan teiapi oleh pimpinan biasa-biasanya, tidak ada teguran nya
kepada pegawai tersebut dikarenakan adz hubungan keluarga, jadi
kesimpulan saya, terkadang motivasi kami jadi berkurang sehingga datang

ke kantor terkadang punya pemikiran percuma, maka nya saya dianggap
tidk displin dalam bekerja padahal saya bekerja sudah maksimal.

Dari hasii wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan yaitu ketegasan
pimpinan dalam memberikan aturan dan tindakan akan mempengaruhi
kedisiplinan pegawai. Pengaturan yang jelas dan tegas dengan sanksi-sanksi
hukuman yang sama bagi pelanggaran yang sama akan meningkatkan semangat
keﬁa pegawai dengan berlaku adil terhadap hukuman yang diberikan. Menurut
sutrisno (2011: 92) dijjelaskan bahwa disiplin kerja sebagai suatu sikap

menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang
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berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan
tidak menggelak untuk menerima sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas dan
wewenang yang diberikan kepadanya.

Menurut Hasibuan (2011: 212) menerangkan bahwa ketegasan dalam
memberikan sanksi dan juga pengarahan kerja bagi pegawai sangat berpengaruh
pada disiplin kerja pegawai itu sendin. Hal ini didasatkan dengan adanya
ketegasan dani awal atas peraturan, maka pegawai akan mengerti dan memahami
arti pentingnya aturan yang telah ditetapkan dan  akan sanksi yang
diberikan. Sehingga akan meminimalkan adanya pelanggaran disiplin kembali.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terhadap dengan
Informan 6 yaitu Bapak Drs. Edison, M.Si selaku Inspektur Daerah Kabupaten
Bangka Tengsh pada tanggal 12 Maret 2018 tentang faktor-faklor yang
mempengaruhi efektivitas penegakan disiplin pegawai mengaiakan bahwa
:permasatahan ketaatan terhadap peraturan, maka diperoieh keterangan sebagai
berikut :

“Saya sudah mengambil tindakan tegas terhadap pegawai yang melanggar

peraturan, dimana saya secara rutin melakukan evaluasi yang dalam hal ini
adalah meiakukan teguran sampai dengan memberi peringatan. Namun
jika peraturan masih juga dilanggar, langkah lain yang saya lakukan adalah
melaporkan pegawai yang melanggar peraturan tersebut ke Badan
Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah untuk dilakukan pembinaan.
Sanksi lain yang berlaku pada dinas iri adalah melakukan pemotongan
insentif kepada pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan. Adapun
hal terpenting bagi diri saya agar pegawai tetap taat pada aturan adalah
memberikan contoh dan teladan bagi mereka. Sedangkan penghargan yang
diberikan oleh pihak kantor sejauh ini bukan berupa balas jasa dengan

pemberian materi secara langsung, melainkan orang yang patuh pada

peraturan tersebut saya berikan kepercayaan khusus dalam mepanangani
kegiatan kantor, tentunya dengan hal ini mereka juga mendapat
imbalan dari dana kegiatan yang ada”.
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Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Informan 20
yaitu Bapak El selaku Pegawai kena hukuman displin Kabupaten Bangka Tengah
pada tanggal 20 Maret 2018 tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas
penegakan disiplin pegawai mengatakan bahwa:

“Apakah bapak selaku pegawai melakukan kesalahan berulang-ulang,
menurut pendapat saya ini, akibat ketidakseimbangan beban kerja, dari
hasil pengamatan saya terdapat ketidakseimbangan beban kerja di instansi
Dinas saya dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada. Hal ini
ditunjukkan dengan banyaknya program yang tidak terselesaikan pada
tahun anggaran berjalan dikarenakan menurut saya tidak adanya
penckanan dari pimpinan kepada siaf dalam pengelolaan kegiatan atau
anggaran, uniuk monef juga jarang dilakukan, maaf pimpinan hanya tau
nya beres kerjaan tapi perhatian nya tidak ada, seakan2? pak kadin emang
ga ada lagi pegawai lainnya, akhimya kita jadi sasaran apabila ada masalah
dalam kerjaan, itu fakta yang terjadinya dan akhirnya saya kena hukuman
katanya akibal saya tidak bisa mempertanggungjawabkan laporan
pekerjaan padahal maaf saya sudah menyampalkan jauh-jauh waktu
sebelumnya kepadea pimpinan tapi slow respon”.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Informar 21
yaitu Bapak Pr selaku Pegawai kena hukuman displin Kabupaten Bangka Tengah
pada tanggal 20 Maret 2018 tentang faktcr-fakior yang mempengaruhi efektivitas
pecegakan disiplin pegawai mengatakan bahwa:

Menurut pendapatnya pimpinan saya kurang menciptakan hubungan yang
baik kepada kami selaku bawahan, maaf ini pendapat saya ya, karena saya
melihat pimpinan ierlalu sibuk dengan rapat dan rapat, padahal kan ada
sekretaris, atau kabid untuk menggantikannya, seharusnya kan di wakilkan
saja bisa, nah jadi menurut saya kuranglah menjalin hubungan kebawah,
perlunya pergantian pimpinan menurut saya, dicari pimpinan yang cerdas
yang mampu mengayomi semua bawahan, bukan membiarkan bawahan
terkena hukuman dan tidak ada pembelaan dari pimpinan,

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Iaforman 22

yaitu Bapak Yy selaku Pegawai kena hukuman displin Kabupaten Bangka
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Tengah pada tanggal 20 Maret 2018 tentang faktor-faktor yang mempengaruhi
efektivitas penegakan disiplin pegawai mengatakan bahwa:

Kalo saya kena hukuman disiplin sedang yaitu tidak pemah aiau jarang
apel sore, ya itu karena kami kan dilapangan, klo pengawas itu kan
kerjanya dilapangan, tapi itu bagian TU tidak mau tahu, yang penting apel
aja, tidak mikirin kita kerja dilapangan, kadang ada kami tidak kelapangan
dikarenakan kecewa kepada pimpinan, kami bekerja tidak diback up oleh
pimpinan jadi timbul tidak ada motivasi buat kerja.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Informan 23
yaitu Ibu Ln selaku Pegawai kena hukuman displin Kabupaten Bangka Tengah
pada tanggal 20 Maret 2018 tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas
penegakan disiplin pegawai mengatakan bahwa:

Terus terang, klo kerja sckarang menjadi bingung, atasan memerintahkan

saya membuat sesuatu pekenjaan misalnya tentang proses pencairan, di

tandatangani atasan, sedang uang tersebut untuk persedian kebutuhan

dinas, setelah cair dana tersebut dipakai oieh atasan, kemudian setelah
dana tersebut terpakai maka untuk kebutuhan kantor menjadi berkurang,
terus saya mencarikan penggantinya, setelah ada pemeriksaan dana
tersebut belum: ada uniuk digantikan schingga saya yang menanggung itu
semua, nah apakah sepert; seorang pimpinan terhadap bawahanya yang
membiarkan bawahannys terkenan indisipliner dari inspektorat, meka nya
" saya sebagai pegawai menjadi tidak termotivasi bekerja di pemerintahan

Hasil wawancara dengan beberapa informan menunjukkan bahwa ada
beberapa faktor diantaranya tingkat keinginan untuk berprestasi tidak nampak
karena baik yang berprestasi dan tidak sama saja tidak mendapatkan penghargaan
yang pada akhimya akan menurunkan motivasi untuk berprestasi dan menunggu
program untuk dilaksanakan. Kemudian perhatian kurangnya perhatian dan respon
kepada pegawai dalam mengatasi permasalahan dikantor schingga dibeban kan

kepada pegawai.
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Menurut Hendiana (2007: 46) dijelaskan bahwa motivasi pegawai negeri
sipil terbentuk dengan mengelompokkan kebutuhan — kebutuhan mereka.
Motivasi pegawai negeri sipil memiliki keterkaitan erat terhadap pemberdayaan
yaitu peluang untuk berkembang, termasuk promosi, kesempatan pengembangan
keahlian, kejelasan status, jaminan ketenangan hidup (fisik dan psykis).

Menurut Hasibuan (2011: 194) bahwa Sanksi hukum berperan penting
dalam memelihara disiplin kerja karayawan, karena dengan sanksi hukum yang
berat karyawan akan semakin fakut untuk melanggar peraturan- peraturan
organisasi sehingga perilaku yang indisiliner akan berkurang. Berat atau ringan
sanksi yang diterapkan tersebut juga mempengaruhi baik atau buruknya disiplin
kerja karyawan. Hendaknya sanksi hukurn tersabut tidak terlalu berat supaya
sanksi tersebut dapat dijadikan pelajaran untuk mendidik karyawan agar
mengubah perilakunya. Sanksi hukum yang wajar dan bersipat meididik akan
menjadi motivasi untuk memelihara disiplin.

wawancara yang penulis lakukan dengan Informan 24 yaitu
Bapak Dr sclaku ASN terkena Sanksi hukuman Kabupaten Bangka Tengah pada
tanggal 2] Maret 2018 tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas
penegakan disiplin pegawai mengatakan bahwa :

. “Apakah pimpinan xﬁenciptakan suasana hubungar kemanusiaan yang
serasi serta mengikat, vertikal maupun horizontal

kalo segi level staf dalam hal ini masih ada tegur sapa sesama kami tapi

kalc sudah masuk level kabid keatas dalam segi koordinasi masing-

masing, tidak ada misalnya kami diajak koordinasi atau rapat untuk
membahas pekerjaan, yang adanya Cuma kamu kerja ini, kamu kesana
pergi cari data, selebih itn rutinitas saja, sehingga pimpinan menurut saya

kurang menciptakan suasana hubungan haromonis sesama pegawai
seperti memberikan pembinaan pada saat apel, tetapi terkadang ada juga
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pimpinan tidak tegas dalam memberikan sanksi kepada pegawai
disebabkan masih ada hubungan keluarga di satu dinas”.

wawancara yang penulis lakukan dengan Informan 25 yaitu
Bapak Bb selaku ASN terkena Sanksi hukuman Kabupaten Bangka Tengah pada
tanggal 2§ Maret 2018 tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas
penegakan disiplin pegawai mengatakan bahwa :

Apakah pimpinan menciptakan suasana hubungan kemanusiaan yang
serasi serta mengikat, vertikal maupun horizontal, saya kira belum
menjalin hubungan yang baik kepada kami sebagai pegawai, tegur sapa
nya hanya sebatas butuh saja, bukan hubungan kebersamaan dan
kekeluargaan, hanya pada saat perlu saja, seharusnya pimpman yang baik
itu adalah lebih sensitive kepada bawahannya dalam mengayomi, lebih
peka terhadap lingkungan ker)a, karena bawahan itu butuh perhatian jugs
bukan hanya kerja seperti robot.

Hasil wawancara dengan informan diatas menunjukkan bahwa periunya
dilakukan pedekatan hubungar baik antara pimpinan dan bawahan schingga
tercipta hubungan yang serasi, harmonis, dan mengikat, baik vertikal maupun

" horizontai di antara semua karyvawannya. Jika hal ini tercipta dalam suatu
organisasi, maka akan terwujud lingkungan dan suasana kerja yang nyaman,
sehingga akan memotivasi kedisiplinan yang baik pada organisasi tersebut.

Dari uraian di atas Hasibuan (2011: 110) yang telah menjelaskan tentang
pendisiplinan, maka dapat disimpulkan bahwa pendisiplinan yarg pada dasarnya
adalah penerapan peraturan peraturan yang ada di lingkungan pekerjaan dapat
diterapkan apabila tyjuan dan kemampuan, peranan pemimpin, keadilan, balas

jasa, pengawasan, sarksi, ketegasan dan hubungan kemanusian dalam lingkungan

kerja dapat berjalan sesuai dengan tujuan organsasi.
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Sedangkan menurut Rivai (2009: 24) menjelaskan bahwa kedisiplinan
merupakan fungsi operatif MSDM yang terpenting, karena semakin baik disiplin
karyawan pada perusahaan, maka semakin tinggi prestasi kerja yang dapat dicapai.
5. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan Penegakan

Disiplin.

Upaya untuk menggerakkan pegawai untuk mengikuti dan. mematuhi
pedoman dan aturan kerja yang ditetapkan oleh organisasi perlu dilakukan. Dalam
hal ini ada disiplin preventif dan disiplin refresif. Kedua disiplin ini bertujuan
untuk menggerakkan dan mengarahkan agar pegawai bekerja berdisiplin. Cara
preventif dimaksudkan agar pegawai dapat memelihara dirinya terhadap
peraturan-peraturan organisasi. Sedangkan disiplin refresif bertujuan untuk
memberikan efek jera kepada pelaku indisipliner agar tidak menular kepada
lainnya. Pimpinan organisasi bertanggung jawab untuk membangun iklim
orgenisasi yang mengarah pada penerapan disiplin yang preventif ataupun
refresif.

Di sisi lain para pegawai juga waijib mengetahui, memahami dan
melaksanakan semua pedoman, peraturan bahkan Standar Operasi Prosedur
yang ditetapkan dalam organisasi. Oleh karenanya disiplin preventif merupakan
snatu sistem yang berhubingan ﬁengan kebutuhan kerja untuk semua bagian
sistem yang ada dalam organisasi. Jika sistem dalam organisasi baik, akan lebih
mudah menegakkan disiplin kerja.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Informan 10

yaitu Bapak Jimmy, SE Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan pada Badan
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Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Bangka Tengah pada
tanggal 13 Maret 2018 tentang upaya yang dilakukan dalam mengatasi
permasalahan Penegakan Disiplin mengatakan bahwa: permasalahan ketaatan
terhadap peraturan, maka diperoleh keterangan sebagai berikut :

“Apakah kegiatan preventif yang dilaksanakan untuk mendorong para
pegawai untuk mengikuti berbagai standar dan aturan sudah dilakukan,
tapi kadang masih ada juga yang pegawai-pegawai yang menurut saya
masih tidak displin, secara melalui aspek tindakan dan pengaturan
preventif dan refesif sebagian sudah dilaksanakan seperti pegawai
diseleksi dan ditempatkan sesuai dengan kompetensi, Pegawai dididik dan
dilatth sebelum ditempatkan pada suatu pekerjaan dan pegawail
ditempatkan sesuai kebutuhan pekerjaannya dan kemampuannya tapi
karena kekurangan pendanaan dalam pendanaan pelatihan, jadi yg dikut
sertakan pegawainya terbatas™

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa belum semuanya
secara maksimal dilakukan kegiatan upaya prenventif dalam memningkatkan
kedisiplinan kerja pegawai dan menangani kendala-kendala yang ada seperti
terlambat masuk kantor, meninggalkan kantor sebelum waktu yang iclah
ditentukan, tidak menggunakan seragam yang diteniukan, untuk itu perlu
dilakukan dengan cara selalu mensosiaiisasikan aturan yang berlaku dan
tindakan pendisiplinan secara korektif dengan cara memberikan sanksi bagi setiap
pelanggaran peraturan.

‘Menurui Mangkunegara (2013: 238) dijelaskan bahwa pendisiplinan yang
bersifat preventif adalah tindakan yang mendorong para karyawan untuk taat pada
berbagai ketentuan yang berlaku dan memenulii standar yang telah ditetapkan.
keberhasilan penerapan tindakan pendisiplinan preventif terletak pada disiplin
pribadi para anggota organisasi. Agar disiplin pribadi tersebut semakin kokoh,

maka para anggota karyawan perlu didorong agar mempunyai rasa memliki
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organisasi, para karyawan perlu diberi penjelasan tentang berbagai ketentuan
yang wajib ditaati dan standar yang harus dipenuhi.

Dalam suatu penegakan disipilin diperfukan suatu iklim disiplin preventif
dimana berbagai standar diketahui dan dipahami. Bila para karyawan tidak
mengetahui standar-standar apa yang harus dicapai, mereka cenderung menjadi
salah argh atau eratik. Di samping itu mereka perlu pula mengetahui alasan-alasan
yang melatarbelakangi suatu standar apar perlu pula mengetahui alasan-alasan
yang melatar belakangi suatu standar agar mereka dapat memahaminya

Pengambilan tindakan korektif merupakan suatu proses yang dilakukan
oieh Kepala Dinas untuk memperbaiki pelanggaran-pelangparan yang dilakukan
didalam disiplin kerja, agar setiap pegawai menaati kewajiban dan menghindari
larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau pereturan
kedinasan yang apabila dilanggar maka akan dijatuki hukuman disiplin. Hukuman
disiplin yang diberikan Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Bangka
Tengah berbeda-beda berdasarkan jenis hukuman dan tingkat hukuman yang
diberikan oleh Kepala Dinas. |

Berdasarkan wawancara yang penulis lakuvkan terhadap dengan
Informan 11 yaitu Bz_apak Tamimi, SH yaitu Sekretaris pada Badan
Kepegawaian dan Pengembangén SDM Dacrah Kabupaten Bangka Tengah pada
tanggal 13 Maret 2018 _tcntang upaya. yang dilakukan dalam mengatasi
permasalahan Penegakan Disiplin mengatakan bahwa permasalahan ketaatan
terhadap peraturan, maka diperoleh keterangan sebagati berikut :

“Dalam memberikan sanksi Refersif telah dilakukan sebelumnya sanksi
teguran, tapi bersifat teguran lisan secara kekeluargaan kepada PNS yang
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bersangkutan. Ada juga melanggar prosedur layanan, baik itu kepada

masyarakat atau golongan lainnya. Sebagai contoh adalah menarik biaya

KTP diluar ketentuan yang sudah ditetapkan, memperlambat proses

pelayanan dan sejenisnya. Sedangkan pelanggaran berat yang diketemukan

adalah pelanggaran prosedur administrasi kepegawaian. Kemudian

tindakan korektif diberikan oleh atasan langsung berdasarkan PP No. 53

tahun 2010 tentang disiplin PNS, selain itu rekap absensi dan prestasi kerja

pegawai dan upaya admistratif apabila Pegawai Negeri Sipil tidak puas
terhadap hukuman disiplin®,

Berdasarkan wawancara diatas pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan,
tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang tidak menaati kewajiban
dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang
dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Disiplin menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 ayat )
adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mcnaati kewajiban dan
menghindari iarangan yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan
dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi
hukwmean  disiplin.

Pejabat = yang berwenang menghukum wajib menjatubkan hukuman
disipiin kepada Pegawai Negen Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin dan
‘apabila pejabat yang -berwenang menghukum dimaksud tidak - menjatuhkan
hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran
.disiplin, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya dengan jenis

hukuman disiplin sama dengan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar tersebut.
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Tabel 4.7
Hasil Reduksi Upaya yang dilakukan dalam
mengatasi permasalahan Penegakan Disiplin

Fokus Subtansi Hasil Reduksi Data
Preventif kegiatan preventif yang | belum semuanya secara maksimal
dilaksanakan untuk | dilakukan kegiatan prenventif
mendorong para pegawai | dalam meningkatkan kedisiplinan
untuk mengikuti berbagai | kerja pegawai dan menangani
standar dan aturan sudah | kendala-kendala yang ada seperti
dilakukan terlambat masuk kantor,
meninggalkan  kantor sebelum
waktu yang telah ditentukan
Fokus Subtansi Hasil Reduksi Data
Represif Proses pemberian sanksi | Dalam memberikan sanksi Refresif
represif telah dilakukan | telah dilakukan sebelumnya berupa
sebelumnya berupa sanksi | sanksi tapi bersifat teguran lisan,
teguran kemudian secara kekeluargaan
kepada PNS yang bersangkutan.
Ada juga melanggar prosedur
layanan, batk itu  kepada
masyarakat atau golongan lainnya

Sumber : Hasil Wawancara yang diolah Peneliti 2018

Adapun Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil Pasal 32 yaitu upaya administratif dapat ditempub oleh
Pegawai Negeri Sipil yang keberatan terhadap hukuman disiplin yang diberikan
kepada atasan. Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding
administratif. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat di tempuh oleh
Pegawai Negeri Sipil yang tidak puas terhadap bukuman disiplin yang
dijatuhkan oieh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang
berwenang menghukum.

Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil Pasal 32 mengenai banding administratif adalah upaya

administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai Negen Sipil yang tidak puas
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terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas

permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai

Negen Sipil yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada

Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Displin PNS, telah diatur tingkat dan jenis hukuman disiplin atas pelanggaran

terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagai berikut :

Tabel 4.8

Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil

Yang Melanggar Ketentuan Jam Kerja

Koleksi Peerstakaan Universitas Terbuka

Tidak Jenis
No Masuk hukuman Hukuman
Kerja
1 | 5 Hari Kerja Ringan Teguran lisan
2 | 6-10 Hari Kerja Ringan Teguran tertulis
3 | 11 -15 Hari Kerja Ringan Pernyataan tidak puas secara)
tertulis
4 |16 -20 Hari Kenja Sedang Penundaan kenaikan gajij
berkala selama 1 (satu) tahun
5 121-25 Hari Kerja Sedang Penundaan kenaikan pangkat
' selama 1(satu) tahun
6 | 26 - 30 Hari Kerja Sedang Penurunan pangkat setingkat
lebih rendah selama 1 (satu]
tahun
7 )31 -35Hari Kenja Berat Penurunan pangkat setingka
lebih rendah selama 3 (tiga) tahun
8 136 - 40 Har Berat Pemindahan  dalam  rangka
Kerja penurunan jabatan setingkat lebiky
rendah
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Tidak Jenis
No Masuk hukuman Hokuman
Kerja
9 141 - 45 Har Berat Pembebasan dari jabatan bagi
Kerja Pegawai Negeri Sipil yang
menduduki  jabatan struktural
atau fungsional tertentu
No Tldall(( Masuk Jenis hukuman Hukuman
_ erja
10 | > 46 Hani Kerja Berat Pemberhentian dengan hormat
tidak
atas permintaan sendiri atau
pemberhentian  tidak dengan

(Sumber : PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil}

Mengacu pada Peraturan Pemnerintah Nomor 53 Tahun 2010 Disiplin
Pegawai Negeri Sipil maka saiah satl pinak yang sangat berperan dalam
penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah atasan, terutama atasan langsung
(Kepala Dinas). Dalam Tata Cara Pemanggilan, Permneriksaan, Penjatuhan, dan
Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin yahg tertvang dalam pasal 30 dan 31
dalam peraturan ini, peran atasan langsung sangat penting dalam penegakan
disiplin Pegawai Negeri Sipii. Ini berarti bahwa, pencgakan disiplin Pegawai
Negeri Sipil dalam lemnbaga pemerintahan, tergantung pada upaya yang
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

- Pengawasan oich atasan langsung merupakan tahap awal pembinaan PNS
yang berpotensi atau diduga melakukan pelanggaran disiplin. Sehingga menjadi
penting bagi pejabat struktural snulai dan yang paling rendah untuk melakukan
pengawasan terhadap PNS di instansinya agar tidak terjadi pembiaran atas

pelanggaran disiplin yang terjadi. Pengawasan jenis ini dalam praktek dikenal
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dengan pengawasan melekat, yang merupakan kegiatan bersifat pengendalian
yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, baik
secara preventif maupun represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut
berjalan secara berdaya guna sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Upaya yang bersifat preventif yang dilakukan oleh atasan langsung ini
dapat dikatakan sebagai bagian dari pembinaan pegawai. Proses pembinaan ini
yang dapat menentukan apakah seorang pimpinan dapat menumbuhkan disiplin
din dari pegawai yang dibina atau malah sebaliknya, di samping kemauan kuat
dari masing-masing pegawai untuk merubah dirinya sendiri. Namun seringkali
proses pembinaan pada tahap ini tidak dilakukan secara maksimal dan tidak
dianggap penting.

Penjatuhan hukuinan disiplin merupakan sebuah model pembinaan PNS
yang bersifat represif, Ini. merupakan pilihan terakhir yang dikenakan kepada PNS
bila sisté_m pembinaan awal seperti pengawasan melekat oleh atasan langsung
iidak berjaian sebagaimana diharapkan, Sayangnya, penjatuhan hukuman disiplin
PNS di Kabupaten Bangka Tengah sebagai suatu proses masih memiliki beberapa
kelema];an_. mulai dari kompetensi yang dimiliki pejabat pengelola kepegawatan
yang mengurusi masalah pelanggaran disiplin, jumlah pejabat pemeriksa,

- koordinasi aptar instansi, hingga kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan.
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BABYV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Dari‘ seluruh uraian pembahasan dalam penulisan tesis ini terhadap

Efektivitas Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri

Sipil Di Kabupaten Bangka Tengah dengan berbagai hasil analisis data di

lapangan sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan dar penelitian, dapat

disimpulkan bahwa :

‘1. Efektivitas Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelanggaran Disiplic Pegawai Negen
Siptt Di Lingkungan Pemenntah Kabupaten Bangka Tengah belum
dilaksanakan dengan optimal dan belum terlaksanakan dengan baik, hal ini
dapat dilthat dari beberapa indikator seperti :

a. Pemberian peringatan
Pemberian peringatan di Kabupaten Bangka Tengah sudah berjaian sesuzi
dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 meskipun pelaksanaannya belum baik

_ karena tidak selalu pegawal yang melakukan pelanggran disiplin

diberikan teguran baik secara lisan maupun dengan pemberian surat
peringatan.

b. Pémberian sanksi harus segera
Pemberian sanksi di Kabupaten Bangka Tengah belnm berjalan dengan baik
karena penjatuhan sanksi tidak segera dilakukan scketika ada pegawai yang

melakukan pelanggaran. Padahal seharusnya pemberian sanksi diberikan
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dengan segera mungkin agar semua pegawai merasa jera dan enggan untuk
mengulangi kesalahannya lagi.

¢. Pemberian sanksi harus konsisten
Pelaksanaan pemberian sanksi di Kabupaten Bangka Tengah belum
dilaksanakan secara konsisten karena masih lemahnya pengawasan dari
pimpinan terhadap kedisiplinan pegawai juga mengakibatkan pemberian
sanksi yang tidak konsisten terhadap pelanggaran disiplin di Kabupaten

2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Efektivitas Penjatuban Sanksi

Terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri. Sipil Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah :

a. Dalam penetapan jenis sanksi disiplin yang akan dijatuhkan kepada
pegawai yang melanggar hendaknya dipertinbangkan dengan cermat,
teliti, dan seksama behwa sanksi disiplin yang akan dijatuhkan tersebut
setimpal dengan tindakan dan perilaku yang diperbuat. Dengan demikian,
sanksi disiplin tersebut dapat diterima dengan rasa keadilan. Kepada
pepawai yang pernah diberikan sanksi disiplin dan mengulangi lagi
pada kasus yang sama, perlu dijatuhi sanksi.

b. bahwa ada beberapa faktor diantaranya tingkat keinginan untuk berprestasi
tidak nampak karena _baik yang berprestasi dan tidak sama saja iidak
mendapatkan penghargaan yang pada akhimya akan menurunkan motivasi
untuk berprestasi dan menunggu program untuk dilaksanakan. Kemudian
perhatian kurangnya perhatian dan respon kepada pegawai dalam mengatasi

permasalahan dikantor sehingga dibeban kan kepada pegawai.
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3. Upaya apa yang dilakukan dalam meningkatkan Efektivitas Penjatuhan Sanksi
Terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipit Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan Penegakan Disiplin belum
optimél, hal tersebut karena tidak didukung dengan serius oleh SKPD
dikarenakan belum dilaksanakan secara konsisten dalam hal pengawasan
pegawai karena masih lemahnya, pengawasan dari pimpinan terhadap
kedisiplinan pegawai juga inengakibatkan pemberian sanksi yang tidak
konsisten terhadap pelanggaran disiplin di Kabupaten Bangka Tengah.

a. Preventif
Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan Penegakan Disiplin belum
optimal, hal tersebut karena tiduk didukung dengan serius oleh SKPD
dikarenakan belwn dilaksanakan secara konsisten dalam hal pengawasan
pegawai karena masih lemahnya penpgawasan dari pimpinan terhadap
kedisiplinan pegawai juga mengakibatkan pemberian sanksi yang tidak
konsisten terbadap pelanggaran disiplin di Kabupateh Bangka Tengah.

b. Refresif
Dalam memberikan sanksi Refresif telah dilakukan sebelumnya berupa
sanksi tapi bersifat teguran lisan, kemudian secara. kekeluargaan kepada
PNS yang bersangkutan. Ada juga melanggar pmsedur Jayanan, baik itu

kepada masyarakat atau golongan lainnya
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B. Saran
Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian ini, ada beberapa saran yang
dapat disampaikan untuk dijadikan pertimbangan atau prioritas dalam rangka

Efektivitas Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri

Sipil Di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, saran-

saran yang direkomendasikan :

1. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah perlu membuat regulasi khusus sejenis
peraturan badan atau peraturan kepala Dinas tidak hanya kesepakatan bersama
yang mengatur tentang pemberian reward dan punishment bagi pegawai.
Reward dan Punishment tersebut berlaku untuk selurch pegawai di lingkup
Kabupaten Bangka Tengah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan
disiplin para pegawai.

2. Dalam hal pemberian sanksi, seharusnya Pemerintah Kabupaten Bangka
Tengah bisa lebih tegas dan‘ konsisten dalam menerapkan aturan yang berlaku
dan memberikan sanksi sesegera mungkin kepada pegawai yang melakukan
pelanggaran disiplin.

3. Memperkuat pengawasan dan komitmen bersama antara atasan dan
bawahan dengan cara melakvkan pendekatan interpersonal dari atasan kepada
bawahan. Seorang pimpinan haﬁls bisa memberi contoh yang baik kepada
bawahannya agar para bawaha:myﬁ bisa termotivasi dan berkomitmen pada
dii mereka masiﬁg—masing untuk bekerja secara disiplin sebagaimana

mestinya.
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LAMPIRAN 1

a. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai

Negeri Sipil
Indikator Poin Pertanyaan Informan yang dituju
Peraturan tentang |!. Pemahaman Peraturan tentang (1. Sekretaris Daerah

Disiplin  Pegawai
Negen Sipil

_

Disiplin Pegawai Negen Sipil

2. Pelaksanaan Proses Sosialisasi

Peraturan teniang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil

h. Peraturan Bupati Nomovr 64 Tahun 2009 tentang Disiplin Jam Kerja bagi

Pegawai di Lingkungan Pemeriniab Kabupaten Bangka Tengah

. Perabiran Bupati tentang Disiplin

bagi Pegawai Berkaitan dengan
pelanggaran sanksi  disiplin
yang  dilakukan  Pegawai
Negeri Sipil dalam kategor
ringan, sedang dan berat

. Proses pelaksanaan penjatuhan

sanksi  disiplin  terhadap
pelanggaran disiplin Pegawai
Negeri Sipil

Indikator Poin Pertanyaan Informan yang dituju
| Peraturan Bupati tentang |1, Peraturan Bupati tentang Disiplin [t. Ketua DPRD Kabupaten
Disiplin Jam Kerja bagi | Jam Kerja bagi Pegawai Bangka Tengah
Pegawai . Peraturan Bupati tentang Disiplin P, Kepala
Jam Kerja bagi - Pegawai | Dinas/Badan/Instansi
Berkaitan  dengan  sanksi
kepada pegawai
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Terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai

. Bagaimana ketepatan waktu

pegawai dalam bekerja dan
ketepatan waktu masuk dan
pulang kena

. Apakah sasaran kerja tepat

Sasaran

Indikator Poin Pertanyaan Informan yang dituju
1. Kualitas kerja [l. Sejauhmana Kualitas kerja dan [i. Kepala
2. Kuantitas kerja disiplin pegawai Dinas/Badan/Instansi
3. Ketepatan waktu P- Bagaimana l'.nasil atau jumlah P. Kepala Bidang
4 S sagaran kinerja pegawai

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan disiplin pegawai :

Indikator Poin Pertanyaan Informan yang difuju
Tujuan dan | sejauhmana tujuan dan | Kepala
Kemampuan tanggung  jawab pekerjaan | Dinas/Badan/Instansi
yang dibebankan oleh setiap
L _pegawai
Teladan Pimpinan Sejauhmana pengaruh icladan | Kepala  Bidang  di
pimpinan kepada bawahan/staf | Dinas/Badan/Instansi
Balas jasa 1. Bagaimana kompensasi atau{ Kepala
hadiah yang diberikan kepada { Dinas/Badan/Instansi
pegawai dalam hal kineria Sekretaris DPPKAD
2. Apakah gaji atau
kesejahteraan ikut
mempengarahi  kedisiplinan
pegawai
Keadilan Keadilan dalam memperiakukan | Staf
| seseorang ~ pegawai  sesuai
dengan haknya
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Indikator

Poin Pertanyaan

Informan yang dituju

» Pengawasan melekat
¢ Sanksi Hukum

. Apakah

. Sejanhmana

. Pengendalian dilakukan oleh

atasan langsung  terhadap
bawahannya apakah secara
terus menerus atau aktif
dengan  adanya
waskat, pengendalian disiplin
tercapai

. Sejauhtnana tingkat Disiplin

pegawai

. Apakah sanksi yang diberikan

sudah sesuvai aturan
sanks?
diberikan kepada pegawai

yaig

1. Inspektur Daerah
2. Kasatpol PP

3. Kepala Bidang
4. Kepala Seksi

o Ketegasan
» Hubungan
Kemanusian

. Ketegasan pimpinan dalam

memberikan  aturan  dan
tindakan akan mempengaruhi
kedisiplinan pegawai

. ketaatan terhadap peraturan

. Apakah

pegawai  yang
melakukan kesalahan berulang-
ulang akibat
ketidakseimbangan beban kerja
Apaksh pimpinan menciptakan
suasana hubungan
kemanusiaan yang serasi serta
mengikat, vertikal maupun
horizontal

1. Kepala Dinas
2. Kepala Seksi

3. As,wn, dt, ry

4. EL Pr, Yy, Ln
5. EL,Bb

e. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan Penegakan Disiplin

Apakah dalam memberikan
sanksi represif telah dilakukan
sebelumnya sanksi teguran

Indikator Poin Pertanyaan Informan yang dituju
1. Preventif 1. Apakah kegiatan preventif | 1. Kepala
2. Refresif vang dilaksanakan  untuk Dinas/Badan/Instansi
mendorong para pegawai (semua)
untuk mengikuti  berbagai | 2. Kepala Bidang
standar dan aturan sudah | 3. Kepala Seksi
dilakukan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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